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GUBERNUR PAP UA
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Papua Nomor .. Tahun 2022
Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2021, perlu diatur mengenai penjabaran pertanggung
jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan befanja daerah

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2021;

12 Peraturan Daerah Provinsi
tentang Pertanggungjawaban

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang .../2
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10.

11,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3988);

Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-
Undang Nemor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang(Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan . antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undgng-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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12,

]

13.

14.

15,

16.

17,

18.

18,

20.

21.

22

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5587) sebagalmana
telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomcr 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan .
Lembaran Negara Repuluik Indonesia Nomor 6041);
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30,

a1,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara repullk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di
Provinsi Papuya dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber darl Angggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
465);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansl Pemerintahan Berbasls Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagalman telah diubah
dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repullk Indonesla Tahun 2018 Nomor 157);

32, Peraturan Menteri ....../5
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32. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berlta Negara Repulik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kocdefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

36. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

37. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 09 Tahun 2021 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

38. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Berita Daerah Provinsi Papua
Tahun 2014 Noimor 4A), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi
Papua Tahun 2014 Nomor 4B);

39. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4B Tahun 2014 tentang
Kapitalisasi Barang Milik Daerah;

40. Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;

41. Peraturan Gubernur Papua Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyisihan
Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

42. Peraturan Gubernur Papua Nemor 01 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2021;

43. Peraturan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal 1

Laporan Reallsasl Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung & Bangunan
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan
Dan Irigasi
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil
2) Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Transfer
Jumlah Belanja (a + b + ¢ + d)
Defisit
3. Pembiayaan

a. Penierimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan

Dipindal dengan CamsScanner

Rp 2.139.689.476.134,17
Rp11.735,255.394.924,00
R 78.61 1

Rp13.885.923.486.851,29

Rp 2.277.396.143.279,00
Rp 4.665.313.897.647,17
Rp 250.000.000,00
Rp 3.695.916.305.303,00
Rp__ 119.937.333.696,91
Rp10.758.813.679.926,08

Rp  51.383.998.445,89

Rp 202.131.678.407,72
Rp 666.C90.072.105,71

Rp 193.212.822.156,41

Rp 3.555.008.500,00
Rp 1.116.373.579.615,73

Rp  119.120.528.800,00

Rp  814.343.316.031,00
R 0.955.258.463,00
Rp 2.865.298.574.494,00

Rp14.859.606.462.835,81
Rp  973.682.975.984,52

Rp 3.023.008.564.518,56

Rp__120.000.000.000,00
Rp_2,903.008.564.518,56

Rp_1.929.325.588.534,04

Pasal 2 ...../7



Pasal 2

Ringkasan laporan reallsasl anggaran sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 1 tercamtum dalam Lampliran I peraturan Gubernur Inl,

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasl anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dirincl lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercamtum dalam Lampiran II peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 2022
GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH
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